BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran kantor pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam proses

konsolidasi tanah pertanian di Desa Jembatan Kembar adalah sebagai

berikut:

a.

Perencanaan konsolidasi tanah, dimulai dari pembentukan tim
koordinasi,  pembentukan  tim  pelaksana, = pembentukan
perhimpunan peserta serta penetapan lokasi konsolidasi tanah.
Pelaksanaan konsolidasi tanah, dimulai dari pengumpulan data
fisik dan data yuridis, penyusunan desain konsolidasi tanah,
pelepasan hak atas tanah, penegasan hak tanah, penerapan desain
konsolidasi tanah serta penerbitan surat keputusan pemberian hak
atas tanah beserta sertipikat tanahnya.

Pembangunan hasil konsolidasi tanah, pembangunan jalan tani
untuk mengangkut hasil pertanian serta memperlancar mobilitas
alat dan mesin pertanian.

Pengawasan konsolidasi tanah, dilakukan peninjauan lapangan ke

lokasi konsolidasi tanah setelah program berakhir.

Kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya oleh kantor pertanahan

Kabupaten Lombok Barat dalam proses konsolidasi tanah pertanian di

Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar yaitu:
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Ada calon peserta konsolidasi tanah pertanian yang belum sepakat.
Penyelesaiannya yaitu pendekatan secara langsung dengan
berkomunikasi dengan efektif, efisien dan berkala.

Keberadaan calon peserta konsolidasi tanah pertanian yang menjadi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan atau berada di luar daerah
lainnya. Penyelesaiannya yaitu mengirimkan berkas-berkas yang
dibutuhkan untuk kelengkapan berkas atau penerima kuasa jika sudah
dikuasakan.

Peserta konsolidasi tanah pertanian berharap ganti rugi atas
pemotongan tanah serta tanaman yang berdiri. Penyelesaiannya adalah
memberikan sosialisasi serta manfaat mengenai pembangunan jalan
tani yang berasal dari pemotongan tanah dan tanaman para peserta.
Pembangunan fisik untuk jalan tani yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten Lombok Barat. Penyelesaiannya adalah berkoordinasi
dengan pemerintah daerah agar proses pembangunan jalan tani segera
terealisasikan.

Terjadinya perubahan penggunaan tanah pada saat setelah selesai
program konsolidasi tanah pertanian menjadi non pertanian.
Penyelesaiannya yaitu memberitahu pemegang hak agar tidak merubah
penggunaan tanahnya sebelum ada izin perubahan penggunaan tanah

dari instansi terkait.
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Saran
Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah pada tahun-tahun
berikutnya, diharapkan kepada satuan kerja terkait baik yang terlibat
langsung maupun tidak langsung untuk lebih meningkatkan koordinasi
termasuk masyarakat di lokasi konsolidasi tanah terutama terkait dengan:
a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Konsolidasi Tanah
b. Tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana dan Tim
Koordinasi agar lebih dimasimalkan mulai dari perencanaa,
pelaksanaan, pembangunan hasil hingga pengawasan.
Program konsolidasi tanah adalah merupakan program terpadu antara
pemerintah dengan masyarakat sehingga pelaksanaannya harus melibatkan
semua lintas sektor. Substansi pokok dalam konsolidasi tanah juga sangat
diperlukan partisipasi masyarakat untuk menyumbangkan sebagian tanah
miliknya yang selanjutnya akan dipakai untuk pembangunan fasilitas
umum dan fasilitas sosial. Oleh karena itu perlu sosialisasi konsolidasi
tanah kepada pemegang hak atastanah atau peserta agar dimengerti dan
dipahami secara benar tentang proses dan mekanisme pelaksanaan proyek
konsolidasi tanah tersebut. Oleh karena itu dalam konsolidasi tanah

diperlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta konsolidasi tanah.
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

OR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram Telp. (0370) 641352 Fax. (0370) 633234 Email : ntb@atrbpn.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 992.4/SK-52/NP.02.03/1IV/2019

TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI

KEGIATAN PENYUSUNAN POTENSI OBJEK KONSOLIDASI TANAH

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENIMBANG

MENGINGAT

10.

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

bahwa dalam rangka menentukan lokasi penataan
konsolidasi tanah perlu didahului dengan penyusunan
potensi objek konsolidasi tanah untuk penataan areal
pengembangan wilayah, kawasan dan lingkungan siap
bangun, peremajaan kota dan penataan tanah pertanian
skala kecil untuk optimalisasi pengusahaannya.

bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu
ditunjuk dan ditetapkan kecamatan sebagai lokasi
penyusunan potensi objek konsolidasi tanah.

bahwa penunjukkan kecamatan dimaksud huruf a dan b
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;

Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2015 tentang Badan Pertanahan Nasional,;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun
1991 tentang Konsolidasi Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1997 Tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan,
Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan
Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian dalam Peta;

11. Peraturan.........



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

11,

12.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 056-01.2.432144 /2019 Tanggal 5 Desember 2018
tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor
Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Lokasi Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Potensi Objek
Konsolidasi Tanah T.A. 2019 yaitu di :

1. Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

2. Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

3. Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat T.A. 2019.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : (8 4pr| Jolg

(AHAN NASIONAL
TENGGARA BARAT

NIy




KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: 1.2 /Sk —h2.0l.400 /W[ 70\9

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN POTENSI OBJEK KONSOLIDASI TANAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

MEMBACA . Petunjuk Teknis Kegiatan Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah
Tahun 2019.
MENIMBANG 1. bahwa dalam rangka menentukan lokasi penataan konsolidasi tanah perlu

didahului dengan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah untuk
penataan areal pengembangan wilayah, kawasan dan lingkungan siap
bangun, peremajaan kota dan penataan tanah pertanian skala kecil untuk
optimalisasi pengusahaannya.

2. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditunjuk dan
ditetapkan kecamatan sebagai lokasi  penyusunan potensi obyek
konsolidasi tanah.

3. bahwa penunjukan kecamatan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.

MENGINGAT 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor : 104 );

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Pemukiman;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum,;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional;

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan
Tanah Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan
Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian dalam Peta;

11. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

12. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 410-1078 tanggal 18 April 1996 tentang Petunjuk Teknis
Konsolidasi Tanah;

13. Surat... ..



13. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor DIPA
056-01.01.432144/2019 tanggal 7 Desember 2018 Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran
2019;

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN

PERTAMA . Menetapkan lokasi Kecamatan Lembar, Kecamatan Narmada dan
Kecamatan Gerung di Kabupaten Lombok Barat sebagai Lokasi
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Potensi Objek Konsolidasi Tanah
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019.

KEDUA . Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA 056-01.2.432144/2019
tanggal 5 Desember 2018.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

2. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, di Jakarta.

3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram.
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Telah dilaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi oleh Kanwil BPN Provinsi NTB dan Kantor Pertanahan
Lombok Barat kepada masyarakat di Desa Jembatan Kembar dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepahaman para pihak mengenai manfaat Konsolidasi Tanah sebagai instrumen dari
penataan kawasan;

2. Diperoleh kesepakatan lokasi Potensi Objek Konsolidasi Tanah (POKT) di :
a. DesaJembatan Kembar , Kecamatan Lembar

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Nomor
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DAFTAR HADIR
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN MASYARAKAT

KEGIATAN POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH (POKT) TAHUN 2019
di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
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dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2000 Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130 Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

Penatagunaan Tanah;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

12.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah,;

13.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah;
1. Rencana Umum Konsolidasi Tanah di Kabupaten

Lombok Barat;
2. Hasil Potensi Obyek Konsolidasi Tanah (POKT) -2019 di
Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten

Lombok Barat tanggal 21 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Lokasi Konsolidasi Tanah di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2020.

Lokasi Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud diktum
KESATU adalah di desa Jembatan Kembar, Kecamatan
Lembar, Kabupaten Lombok Barat sesuai hasil potensi
konsolidasi tanah (POKT) — 2019.

Selama pelaksanaan Konsolidasi Tanah yakni tanggal 10
Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020,
pemegang hak tidak diperkenankan untuk
mengalihkan/memindahtangankan hak atas tanah di
lokasi Konsolidasi Tanah dan/atau melakukan perubahan
penggunaan tanah tanpa seijin Bupati.

=
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KEEMPAT . Setelah dilaksanakannya penataan kembali penguasaan
pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui
konsolidasi tanah, akan dilakukan pembangunan
prasarana dan sarana terhadap tanah untuk

pembangunan (TP) sesuai rencana pembangunan
Kabupaten Lombok Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
al 2-maret- 2020

1;.{“‘" UPATIEONBOK BARAT, #"
[ s




BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR :414A /[ 264 /2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4

Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, lokasi tanah di
cana

Menimbang g

tetapkan oleh Bupati dengan mengacu kepada Ren
Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah;

b bahwa lokasi yang tercantum pada keputusan ini
dipandang memenuhi syarat menjadi lokasi konsolidasi
tanah di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi
Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daera-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 635 /5¢.a /BPN/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah sebagai kegiatan penataan
kembali penguasaaan, pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis
dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal,
perlu membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi
Tanah;

bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan mampu
melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah
Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daera-Daerah Tingkat I[I dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali , Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor S5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea

/



10.

11.

12.

13.

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tamahan
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6263)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang
Badan Pertanahan Nasional,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan tata Kerja Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia dan Kantor
Pertanahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang
Pelimpahan Kewenangan dan Pemberian Hak Atas
Tanah dan Pendaftaran Tanah Tertentu;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan
Tanah sebagai Obyek Konsolidasi tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanah

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019
tentang Konsolidasi Tanah.

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten

Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 dengan susunan
anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

: Tim Koordinasi Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud

diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain
Konsolidasi Tanah;
2. Mengkoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk

kerja sama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;

3. Melakukan Sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi
pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh
pemangku kepentingan;

4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah;

5. Melakukan penanganan masalah yang timbul dalam
penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan

6. Melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor
SP DIPA-056.01.2.432150/2020 tanggal 12 Nopember
2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Aggaran (DIPA)
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP
DIPA-056.01.2.432144 /2020 tanggal 12 Nopember 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal & Juli 2020.

Ditetapkan di Gerung_
padd tanggal © JuLi 2020
p MBOK BARAT¢ r
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Jendera Penataan Agraria di Jakarta
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. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram

. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara barat di Mataram
. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung

. Camat Lembar di Lembar

. Kepala Desa Jembatan Kembar



Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Barat

Nomor . 635 /56.a /BPH /2020
Tanggal : b MW 2020
Tentang . Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah

Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM

TIM
Bupati Lombok Barat Ketua
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat Ketua Harian
Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Sekretaris
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok
Barat Anggota
Kepala Bidang Penataan Pertanahan
Kanwil BPN Provinsi NTB Anggota

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda
Lombok Barat Anggota

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Barat ~ Anggota

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten
Lombok Barat Anggota

Camat Lembar. Anggota

,[ BUPATILOMBOK BARAT,L?é.-
L I




KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

‘ \ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
o JIn Sukarno — Hatta Giri Menang Gerung, Email : bpn.lobar@gmail.com

Pt s Y

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 56.b/SK-52.01.NT/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PERENCANA
KONSOLIDASI TANAH
KABUBATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PROVINSINUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : 1. Dalam rangka efektitifas dan kelancaran pelaksanaan
Konsolidasi Tanah di Kabupaten Lombok Barat Tahun
Anggaran 2020 di pandang perlu membentuk Tim
Pelaksana dan Tim Perencana Konsolidasi Tanah
Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Perencana
Konsolidasi Tanah  sebagaimana angka 1, ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang
mampu dan berkompeten untuk ditetapkan dalam Tim
Pelaksana dan Tim Perencana Konsolidasi Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 174720);

3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang-Undang.........



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224
Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara tahun 1961
No. 280);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4385);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
42);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5804);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahunl997 tentang Pendaftaran
Tanabh;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Konsolidasi Tanah;

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-
Tanah Objek Redistribusi Landreform;

Memperhatikan............



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 56.b/SK-52.01.NT/VII/2020
TANGGAL : 7 JULI 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI TANAH TAHUN ANGGARAN 2020

No. Jabatan/Instansi/Nama Kedudukan Dalam Tugas
Tim
1 2 3 5

I |Tim Pelaksana Konsolidasi
Tanah

1. | Kepala Kantor Pertanahan | Ketua
Kabupaten Lombok Barat.

2. | Kepala Seski Penataan
pertanahan  Kantah  Kab.
Lombok Barat.

3. | Kepala Bidang Penataan
" | Pertanahan  Kanwil  BPN | Anggota
Provinsi NTB

Kepala Seksi Hubungan

Sekretaris
merangkap Anggota

4. Hukum Pertanahan Kantor | Anggota
Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat.
Kepala Seski Infrastruktur Anggota
S. | Pertanahan Kabupaten
Lombok Barat.

Kepala Seksi Perencanaan
6. |Bidang Tata Ruang Dinas
PUPR Kab. Lombok Barat
7. |Kepala Seksi Lingkungan
Hidup dan Tata Ruang Badan | Anggota
Perencanaan Daerah
Kabupaten Lombok Barat

g | Kepala Sub Seksi Landreform | Anggota
dan Konsolidasi Tanah Kantah
Kabupaten Lombok Barat
Kepala Sub Seksi
Penatagunaan Tanah Kantah Anggota
Kabupaten Lombok Barat
Kepala Sub Seksi Pengukuran
10 | dan  Pemetaan Kadastral Anggota
Kantah Kabupaten Lombok

Anggota

Barat.
11 | Kepala Desa Jembatan | Anggota
Kembar
12 | Perwakilan Peserta Konsolidasi | Anggota
Tanah
13 | Perwakilan Peserta Konsolidasi | Anggota
Tanah
1I.
1 g::uaa;u::i?s Pengumpuian Kegiatan Meliputi :
Kepala Sub Seksi Landreform 1. Pembuatan Peta
2. | dan Konsolidasi Tanah Kantah | Petugas Kerja.
Kabupaten Lombok Barat 2. Pelaksanaan
Kepala Sub Seksi | Petugas Pengukl.lran Batas
Penatagunaan Tanah Kantah ; ll?ata; Blt‘;inngf:snah
. Pembuatan sketsa
Kabupaten Lombok Barat. bidang

4. Pembuatan Peta
hasil pengukuran
Bidang Awal
(Rincikan)




III.

Satuan Tugas Pengumpulan
Data Fisik

Kepala Sub Seksi Pengukuran
dan Pemetaan Kadastral
Kantah Kabupaten Lombok
Barat.

Kepala Sub Seksi
Penatagunaan Tanah Kantah
Kabupaten Lombok Barat.
Petugas Ukur Kantah
Kabupaten Lombok Barat.
Kepala Seksi Landreform dan

Satuan Tugas Penyusunan
Desain dan Rencana Aksi
Konsolidasi Tanah

Kepala Seksi Penataan
Pertanahan Kantah Kabupaten
Lombok Barat.

Kepala Sub Seksi
Penatagunaan Tanah Kantah
Kabupaten Lombok Barat.

Satuan Tugas Penerapan
Desain KT (Stacking Out)
Kepala Sub Seksi
Penatagunaan Tanah Kantah
Kabupaten Lombok Barat.
Kepala Sub Seksi
Penatagunaan Tanah Kantah
Kabupaten Lombok Barat.
Petugas Ukur Kantah
Kabupaten Lombok Barat.

Satuan Tugas Supervisi dan

Monitoring
Kepala Bidang Penataan
Pertanahan Kanwil BPN

Provinsi NTB
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Seksi Penataan
Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten

Lombok Barat
Kepala Seksi Infrastruktur
Pertanahan Kantah Kabupaten
Lombok Barat.
Kepala Seksi Pengadaan
Tanah  Kantah  Kabupaten
Lombok Barat

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Kegiatan Meliputi :

1. Melaksanakan
Identifikasi  subyek
dan obyek
Konsolidasi tanah.

Kegiatan Meliputi :

1. Penyiapan Data.

2. Analisis Kebutuhan
PSU i

3. Perencanaan TP

4. Pembuatan Desain
KT

Kegiatan Meliputi :

1. Membuat Berita
Acara Penerapan
Desain KT Ke
Lapangan.

Kegiatan Meliputi :

1. Memberikan
pendampingan dan
mengetahui secara
detail pelaksanaan
KT, serta berbagai
hambatan dan
kendala di lapangan

2. Dapat memberikan
gambaran secara
utuh dan
menyeluruh
terhadap
pelaksanaan KT
serta membantu
menyelesaikan
hambatan dan
kendala KT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

r

I MADE ARYA/SANJAYA, S.H.,M.H.
NIP.19690510 199303 1 002
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’ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

’ KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Membaca

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
nomor : [I2.: L. [3EZ2 NP -02.02 /‘tl /2020

----------- scsessssscsssssnannRES

TENTANG
PENEGASAN TANAH OBYEK KONSOLIDASI TANAH

SELUAS : 30.7850 M?

DI DESA : Jembatan Kembar
KECAMATAN : Lembar
KABUPATEN : Lombok Barat
PROVINSI : Nusa Tenggara Barat

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Surat permohonan penegasan tanah obyek konsolidasi tanah dari
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:
312.a/52.01.NT.02/X1/2020 Tanggal 02 Nopember 2020 beserta
lampirannya;

Menimbang : a. Bahwa tanah yang dimohon penegasannya seluas 30.7850/m?

Mengingat

adalah tanah yang berasal dari tanah milik adat, tanah
bersertipikat yang terdiri dari 66 bidang yang dimiliki/dikuasai
oleh I Nyoman Badra dkk (78 orang), yang telah dilepaskan
haknya oleh 78 orang dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak
Atas Tanah, terletak di Desa Jembatan Kembar Kecamatan
Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, selanjutnya akan ditata dan diberikan kembali kepada I
Nyoman Badra dkk (78 orang), melalui kegiatan konsolidasi
tanah.

b. Bahwa tanah yang dimohon penegasannya tersebut, selama ini
digunakan oleh pemegang haknya sebagai lahan pertanian
sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Lombok Barat adalah wilayah kawasan pertanian

c. Bahwa persyaratan yang dimiliki oleh I Nyoman Badra dkk (78
orang) telah terpenuhi serta peruntukan tanah tersebut telah
sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Lombok Barat dan sesuai dengan garis kebijakan
pemerintah, maka permohonan dimaksud dapat disetujui
sehingga perlu diterbitkan keputusannya.

1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66)

4.Undang-Undang......




4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3696);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4385);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);

13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 172);

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai
Obyek Konsolidasi Tanah;

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Konsolidasi Tanah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA : Menerima pelepasan Hak Atas tanah dari I Nyoman Badra dkk 78

orang peserta konsolidasi atas tanah seluas 30.7850 m2 yang terletak
di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok
Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana hasil pengumpulan
data fisik dan yuridis yang terlampir dan ditegaskan sebagai Tanah
Obyek Konsolidasi Tanah. Selanjutnya setelah dilakukan penataan,




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

tanah tersebut akan diberikan kembali kepada peserta Konsolidasi
Tanah dan sebagian tanah tersebut akan diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dengan suatu hak.
Menginstruksikan kepada:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk:

a. Mencoret dari Daftar Umum/Daftar Buku Tanah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas persil yang sudah
terdaftar haknya dan mencatatnya sebagai tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara;

b. Menata dan melaksanakan pembagian tanah objek konsolidasi
tanah tersebut pada diktum PERTAMA untuk tanah milik
peserta dan tanah untuk pembangunan.

c. Melaksanakan pemberian hak atas tanah terhadap tanah milik
peserta dan tanah untuk pembangunan.

d. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Pemberian hak atas tanah dimaksud dalam Diktum KEDUA,
terhadap tanah yang berasal dari tanah hak dan subyeknya tidak
berubah dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan terhadap tanah yang berasal dari selain
tanah hak dapat diusulkan untuk diberikan keringanan berupa
pengurangan atau penangguhan BPHTB sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pelunasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak
menjadi persyaratan untuk penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah, tetapi merupakan pajak
terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : ¢ November 2020

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Slameto Dwi Martono, SH.,.M.H
NIP. 19680403 199403 1 002

Salinan keputusan disampaikan Kepada Yth. :

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional, di Jakarta;

Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram,;

Bupati Lombok Barat, di Gerung;

Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Gerung;

ST R e

Pertinggal.




BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH/GARAPAN

DALAM RANGKA KONSOLIDASI TANAH
DI DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN LEMBAR
Kamy KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nm;“? Bertanda Tangan Di Bawah Ini
NiK : ‘“’\f‘g‘g{(‘#ﬂfg\
P“kerm P; <0 i-- /PCFG%"\ ....................................

Seisiu peseria EMbBAT TelpHP.......occcvrce

5 Konsokidasi Tanah Sebagaimana surat pemyatean persetujuan pelaksanaan Konsofidast
Tanah |arggai i Yang MemilikiMenguasal Sebidang Tanah Hak/Tanah Negara) Persil
m ~224% . Yang Teretak D

Desa'"’ : m""‘&t""s- ng Angar RTRW.... /...

Kecamatan ' embaran Kembar
yma%‘;‘as : Lombok Barat
Dengan Batas-Batas ;
& Seheiah s 07 BiUlgon Dore
. MBM writily avashe
d. Sebelah Tmur | WAGA WiFia
Oengan Bukt Kepemilikan/Penquasaan Benupa; Is! Sesual Buktl Kepemilkarn/Penguasaan Yang
Sah Apabia Sudah Bersertiikat Sebutkan NomorDesa).... 33 A%/ Jaspoan, kewbar
Yang seianiutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama - | Made Arya Sanjaya, SH.,MH
NIP 5196905%%99305;?602 s
Pangkat/Golongan  Pembina Tk.I (IV/b

. ; : Kepala Kantor Per)anahan Kabupaten Lombok Barat.
Yang setaninya disshut PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA dengan bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah melepaskan Hak Atas Tanah/Bekas
Milic Adat/Penguasaan atau Garapan Tanah Negara) kepada Negara di hadapan PIHAK KEDUA dalam
Rangka Penataan Bidang Tanah melalui kegiatan Konsolidasi Tanah. Selama proses penerbitan hak atas
1anah yang baru, PIHAK PERTAMA tidak boleh memindahtangankan bidang tanah dimaksud kepada pihak
iain tanpa sepengetahuan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa pelepasan hak ini akan diganti dengan penerbitan Hak Atas Tanah yang
baru sesual dengan hasil kesepakatan dalam desain Konsolidasi Tanah, dengan ketentuan syarat sebagai
berfkut:

1. PIHAK KEDUA dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat akan menyerahkan kembali hasil penataan tersebut
kepada PIHAK PERTAMA selaku peserta Konsolidasi Tanah dengan memberikan Hak Atas Tanah
£esual dengan peraturan yang beriaku,

2. Hasll penataan bidang tanah tersebut harus sesuai dengan desain konsolidasi tanah yang telah
disepakati dikurangl dengan Tanah untuk Pembangunan (TP) sebesar ... % sebagaimana Berita
Acara Kesepakatan Desan Konsolidasi Tanah Tanggal. +%.:10.7. %222 dan Surat Pemyataan
Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah Atas Nama PIHAK PERTAMA Tanggat .. X! 0. 7.201 0

Pemyataan ini sebagal dasar pemindahan desain Konsolidasi Tanah ke lapangan dan sebagai dasar
penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama PIHAK PERTAMA J.u3cuion \conief js;
nama pemilikipenggarap) Ssesual ketentuan peraturan yang berlaku. Surat Pelepasan Hak Atas
Tanan/Garapan dalam rangka Konsolidasi Tanah ini berlaku sejak ditandatanganinya surat ini.

PIHAK PERTAMA
..‘...Y/E.‘./.‘?ﬂ,..‘f'..?f.\.‘.ff.e\ @i)ﬂﬂ* !
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SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH

;anx:#a bertanda !angan'dl bawah ini  Lenvol
NIK

Pekerjaan
Tempat/Tgl Lahir
Alamat

dengan ini menyatakan menyetujui dan mcnging hasil Desain Konsoli

berikut; 3

Luas Bidang Awal AT T M2, ,

Luas Hasil Desain 2038 3aBB- M. 35q

Nomor Bidang (Peta Bidang Tanah Awal] B he er AT At s vest
Nomor Kavelin Pcta De

Luas TP £ ‘ 9 ) ..... M (ﬁDan Luas Bidang Awal)
Terletak Di

Blok/J1. . \efar A\@f RT/RW:..../.....

Desa Jembatan Kembar

Kecamatan : Lembar

Kabupaten : Lombok Barat J

Dengan batas bidang sebagai berikut: r
a. Sebelah utara g::‘fbatasan dengan ) NQOM“W\\CGVO <
b. Sebelah timur berbatasan dengan 2 m‘:nr

c. Sebelah selatan berbatasan dengan ety dasi s wo
d. Sebelah barat berbatasan dengan . Pecakt e

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap ; .(:(::ﬁ)yg‘an
salah satunya dibubuhi meterai untuk dapat dipergunakan sebagaimana

......................
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Dipindai dengan CamScanner



o KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln Sukarno - Hatla Giri Menang Gorung, Email . bpn.toba ari@gmall.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 242/HM/ BPN-52.01/2020

TENTANG
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBYEK KONSOLIDAS! TANAH
DI DESA JEMBATAN KEMBAR
KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT
ATAS NAMA | KETUT KERTA dkk (4 BIDANG)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

omor 474.a/36.4/2020

mbok Barat N
nsolidasi Tanah

Surat Keputusan Bupati"Lo
Penetapan Lokasi Ko

Tanggal 2 Maret 2020 Tentang
Tahun 2020;
b. Surat Pernyataan Pe

dkk (4 orang;
orang) selaku peserta

Menimbang : & Bahwa Saudara 1 Ketut Kerta, dkk (4
konsolidasi tanah sebagaimana tercantum dalam daftar nama peserta
kegiatan Kkonsolidasi tanah yang menguasai dan menggunakan tanah

yang menjadi obyek konsolidasi tanah seluas + 13.380 m? terletak di
Lembar Kabupaten Lombok

Desa Jembatan Kembar Kecamatan
Barat, telah memenuhi syarat untuk diberikan kembali tanahnya

dengan status hak milik;
as + 13.380 m? semula berstatus hak milik dan

telah dilepaskan oleh Saudara 1 Ketut Kerta dkk (4 orang) selaku
peserta konsolidasi tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini, telah melepaskan hak atas tanahnya sesuai
Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Saudara

I Ketut Kerta dkk (4 orang);
c. Bahwa tanah tersebut selama ini dipergunakan oleh
gaudara 1 Ketut Kerta dkk (4 orang) sebagai tanah Pertanian dan
perdasarkan RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011

diperuntukkan untuk pertanian.

Membaca Jay

lepasan Hak Atas Tanah atas nama I Ketut Kerta

b. Bahwa tanah selu

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
paran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor S
Pokok-Pokok Agraria (Lem

Tambahan Lembaran Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

[ndonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

—

Mengingat :

Dipindai dengan CamScanner



4, ;
%{:l‘:?s l‘{:"‘mﬁ Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009
=ntang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

|tl|lﬁng Kr'tmnum( i n
grasian R ]
Tah e 131); (Lembaran Negara Republik Indonesia

S. ::::“‘:';U“lgcﬂn! Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Tah 8 rmukiman (Lembamn Negara Republik Indonesia

un 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negarma Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor %
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5188);

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tabun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik dndonesia Tahun
3%‘! Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

SR .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5804);

11, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 18);

12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 21);

13, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);

14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
172);

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian
Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah,;
dan

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi
Tanah.



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEY
LOMBOK BARAT TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK KEPADA
I KETUT KERTA DKK (4 ORANG) ATAS TANAH YANG TERLETAK D!
DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN
LOMBOK BARAT.

PERTAMA : Menerima pelepasan Hak Milik dengan Nomor Hak/Bukt
Penguasaan yang tercantum dalam lampiran keputusan ’mi’ atas
nama | KETUT KERTA dkk (4 orang) terletak di Des2 Jembatan
Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Frovinms
Nusa Tenggara Barat, dan Sertipikat Hak Milik tersebul udaf
berlaku lagi sebagai tanda bukt hak yang sah scjak tanggal 12
Nopember 2020; S 9

KEDUA . Memerintahkan kepada Kepala Seksi Penetapan Hax Bgﬁﬂ’*
Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten mmookr' ~ at
untuk menarik Sertipikat Hak Milik/Bukt Penguasaan dengan
Nomor Hak/Bukti penguasaan yang tercan
keputusan ini dan mencoretnya dalam
Isian lainnya; >

KETIGA : Mcmbuelg'ku:ln Hakyl:,ﬂlk kepada I KETI;T KERTA dkk f; orzng) rz:i
sebidang tanah scluas * 13.380 m?2 (dga belas mou e
delapangpuluh rmeter persegi) dengan NIB. Yang tercantum dalam
lampiran keputusan ini yang terletak di :

a. Desa - Jembatan Kembar;
b. Kecamatan : Lembar;
c. Kabupaten : Lombok Barat, o
. Provinsi - Nusa Tenggara Bara ;
KEEMPAT 2 gcmberian Hak Milik sebagaimana DIKTUM KETIGA dikenzakan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuzi

ketentuan perundangan yang berlaku; :
KEEMPAT . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kckchman/kma.\ahan
dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagal

KELIMA 2

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

A L=

V5N

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
Gubernur Nusa Tenggara Barat, di Mataram;

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, di Jakarta;

Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perianahan
Nasional, di Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, di
Mataram;

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat,
di Gerung; 3

Dipindai dengan CamScanner




Sura! Keputusan Kepala
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. Subyek (Peserta) Konsolidasi Tanah :

Nama . Awagon oneel AL s
No. KTP/BuktiDirl ¢ SPOVBOIENO0083 i
Pekerjaan mt"_/?‘;‘!{".": ... e
Tempat/Tgl Lahir  : JFomwna Arpe Dolwber WM
Alamat . Karony Anar AR
Telp./HP SR N A 2
2. Obyek (Bidang Tanah) Konsolidasi Tanah :
Status Tanah : Milik/Gazapan®) Terletak Di:
Blok/Jalan . Korong Byt B 4" E—"
Desa : Jemonon kambpour
Kecamatan . Vool
Kabupaten : Lombok Barat
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va werendal
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Sebelah Selatan Mo pmexcanggl ]
Sebelah Barat Pecow Pawmda
4.) Data Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah
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Atas Nama ) wosen woyen kontel e
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Surat Wasiat/ : SO I s (buatkan bila tidok oda)

Keterangan Waris
¢. Hibah/Pemberian

Nama Pemberi Hibah : L
Dilakukan dengan surat dibawah tangan/Akta PPAT/hsan')”)
NO. AKES PPAT: o srermermmsemssnsoramamesssassommmsomsspaarinsess sisesssr
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 PENDAFTARAN

Halaman :

1) HAK: Wik

No, 3047
Desa / kel © JEMBATAN KEMBAR
Tgl. berakhirnya hak :

NIB
Letak Tan

b) 2301020304674

f) NAMAPEMEG

_PERTAMA

ANG HAK
| WAYAN KONTEL

Tanggal lahir / aktrpendtren

01-Desember-1971

b e L i

¢) ASAL HAK

Konversi

Penegasan Konvers

Pemberian hak

a2

Pemecahan / Pemisahan /
Pengoabungan Izid'mg

d) DASAR PENDAFTARAN

Daftar Isian 202
Tel.  16-Oktober-2008

g)

PEMBUKUAN

GERUNG AN 1 SO S 18-Oktober-2008

e ”AN'GKepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Keta

LOMBOK BARAT
Ketua Panitia/ ﬁmﬁﬁyﬁ(asi
Nompf 205

o

No. 372/03/23.01/03/2008//"

Surat Keputusan /‘/@
G\

1

Tal,

o \/
Permohonan Pemecahti /

Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

SURAT UKUR
Tel.

e)
18-Oktober-2008

2540/ JEMBATAN KEMBAR!/ 2

Fiuas, sy
S 2079m?

008

20-Oktober-2008

Kepala Kantor Pertanahan |
Kabupaten / Kota

LOMBOK BARAT
{etha Panitia/ Tim Ajudikas,

A\

_Dua Ribu Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi
1) PENUNJUK

- DI201 Nomor 5673 Tahun 2008

- Pengumuman Data fisik dan data yuridis Nomor 229 Tanggal 16/09/2008.
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Hal lain Iom

No.
Dafiar dsann- 302 gl
Dattar boan 307 gl 18.Oktober-2008 O 22381
Tanggal Penomoran Surat Ukur '
» Gl > \ i ' ™y
UNTUK SERTIPIKAT GERUNG x 18 - Oktober 260 8
: AN Kepala Seksi ukuran dan Pemetaan

GERUNG 20 - Oktober 500 8
‘ﬁj\\epdh Kantor Pertanahan® ;

"'.-" . ~.“‘ Kabupaten / kot S Lpabupz;:an P{ r;‘_?ﬂ |
L e BOK BARAT gL g Mﬁ'gmo'rm judikasi
f.‘lr-- : v whmnm‘ Ajudikasi 77 & ttd
‘\.5 v , ,Mq 7 7 ’f i Wl y : ‘

“ etk TS . Drs. | KETUT DIPTASARI, MH

R ; YRS e

NIP" pi0184433

Nomor : ~ Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur Nomor
as Sisa luas
Tanggal Nomor S hak o
Sisanyi diuraikan dalam surat ukur Nomor ;- . MNP AmA BABR, [Ty oy hak ;

B

3

e T, e S o o e T el



FENDA I TA RAN - FPERTA M A

Halarman

1AL - MILIK

0 NAMA ppiy

WOANG HAK

05497 I
N WAVA
 JEMBATAN KEMBAR N KONTEL
! s Wet
Tgl. berakhimya hak
e T
W NI 23010203,06092 MR e/ et ot
Letak Tanah 01 Desember 1971
o) ASAL HAK b e

. Nonvers)

o

. Pemberian Hak

EEEASROIDE LI L GO T T s Gl %

TaRbed

3. Pemecahan / Pemisahan /

Penggabungan bidang X
.j;

d) DASAR PENDAFTARAN b
1. Dafiar Isian 202 %
Tgl o
No. 0

F. [+ " 4 o ) 1 &
2 Surat Keputusan h) PENERBITAN SERTIPIKAT

T, 08/12/2020 Gerung, 08/12/2020

o, 242/HM/BPN-52.01/2020
3. Permohonan Pemecahan /

Pemisahan / Penggabungan bidang

Tgl.

No.

¢) SURAT UKUR
1,1, 08/12/2020

No. 04138/ Jembatan Kembar/ZOlFO
i 02Ty " Nip 19690510 199303 1002

; :
¥ %W%r Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
- Bﬂ'ﬂll dari Serti pikat Nomor 03947/Jembatan Kembar
Sertipikat Konsolidasi Tanah Tahun 2020
= Hak Milik dimaksud oleh penerima hak hanya boleh dipergunakan untuk Tanah Kebun dan apabila akan melakukan
penggunaan (anahnya/mengalihkan kepada pihak lain baik sebagian maupun scluruhnya harus mendapat ijin dari

perubahan
Kepala KlmoermlnnKlbupm mbok Barat.




T aallaNeN VYT et b T R

ARY 456073
DAFTAR wm;l 207,
z i—-—_ﬁ_*“_?_.‘-r‘_ﬁl L EeT s e - P Bl i S S s 23_01.02!03'0609
LENCERCLADRCNERRAJ
SURAT UKUR
Nomor 04138 / JTembatan Kembar / 2020
SERIDANG TANAH TERLETAK DALAM
Provini Nusa Tenggara Barat
Kabupaten / Keta— Lombok Barat
Kecamatan : Lembar
Desa / Kelurehan. .. Jembatan Kembar o -
Pera P cnd_aﬂaran_ ~ Nomor Peta Pendaftaran : 50'1'3_9’04? .
Lembar 2 11 Kotak - FADANOEY 4| N E/4
Keadaan Tanah ; Sobi glanah; 3 an ]

tugu memenuhi yang dltcntukan dalam PMNA/ Ka. BPN No. 3/1997 pasal
ayatle

Tanda-tanda batas :
L 2037 m? ( Dua ribu tiga puluh tujuh meter persegi )
uas : : i _ f

: n Kontel
Penunjukan dan penetapan batas : Oleh NYO‘_'““
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Hal lain - Jain - Surat Ukur ini sesuai dengan Peta Desaln Konsolidas) tanah Tahun 2020 Desa

,-//-
Jembatan Kembar | //
4 ’//
020 17506 / 2020 /
Daftar Jsian 302 gl 30 September 2 No. s
08 Desember 2020 No. 54654 / 2020 _

Dafiar Jxian 307 tgl

Tangeal Penomoran Surat Ukur

Gerung, 08 Desember 2020

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Keta—

Np T9T6UIT8 99503 1 1102 S

Pemisahan
Lihat Surat Ukur Penggabungan
Pengganti
Nomor : 3 oy S LA T3 AT ST 4 Nomor Hak :
Dikeluarkan Surat Ukur Nomor )
Tanuen) T Luas Hak Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam Surat UKUr NOMOE : oo Nomor Hak

..........................




